Menimbang

Mengingat

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan
kemandirian daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9
Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Mukomuko tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4266);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);



10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 06, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Menetapkan

dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

o o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.

Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Bupati adalah Bupati Mukomuko.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat dengan DPRD.

Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Mukomuko.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan
Daerah Kabupaten Mukomuko.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dalam bidang tertentu sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dinas/Badan/Kantor/Bagian adalah Dinas/Badan/Kantor/Bagian dalam
Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang mengelola Kekayaan Daerah
Kabupaten Mukomuko.

Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun
bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Mukomuko berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah
daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, pra
sarana, sarana atau fasiltas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selanjutnya disebut retribusi, adalah
pembayaran atas pemberian izin pada orang pribadi atau badan untuk
menyediakan layanan angkutan penumpang/barang.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan
objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang
terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang
digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang
ditetapkan oleh Kepala Kaerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD,
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat
SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi
yang terutang atau tidak seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah
surat untuk penagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas, keberatan terhadap
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang
diajukan oleh Wajib Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan, pemeriksaan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat
disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti
itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi jasa usaha
atas pelayanan pemakaian kekayaan milik daerah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan

Daerah.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi
dari tanah tersebut



(1)

(@)

3)

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh hak/Izin menggunakan Kekayaan daerah.

Untuk pemakaian kekayaan daerah, orang pribadi atau pengusaha mengajukan
permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas/Instansi
Pengelola Kekayan Daerah Kabupaten Mukomuko dengan melengkapi
persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Bagi Pemakaian Kekayaan Daerah dari luar daerah yang beroperasi dalam
wilayah Kabupaten Mukomuko wajib melaporkan terlebih dahulu ke
Dinas/Instansi Pengelola Kekayan Daerah Kabupaten Mukomuko sebelum
melakukan kegiatan guna untuk mendapatkan izin.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Kabupaten Mukomuko digolongkan
ke dalam Retribusi Jasa Usaha.

(1)

(2)

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian
kekayaan daerah.

Persetujuan atau penolakan Pemakaian Kekayaan Daerah ditentukan dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima dengan
lengkap apabila ditolak diberitahukan secara tertulis dengan memberikan
alasan-alasan penolakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana yang pantas
diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi
pada rasa keadilan dan kepatutan.



BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan
jangka waktu pemakaian.

(2) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan
memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.

(3) Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(4) Struktur dan besarnya tarif pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut:

a. Retribusi Kendaraan / alat-alat Berat :

JENIS KEKAYAAN

No. DAERAH TARIF RETRIBUSI /JAM
1. | Buldozzer D. 68ESS Rp. 639.611,80,-

2. | Excavator Zaxis 210 Rp. 407.262,89,-

3. | Wheel Loader Rp. 474.105,88,-

4. | Dump Truck Rp. 259.815,42,-

5. | Tandem Roller 6-10 ton Rp. 134.026,53,-

6. | Motor Greader Rp. 448.130,20,-

7. | Self Vibrator 10 ton Rp. 241.000,41,-

b. Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Non Alat Berat :

JENIS TARIF RETRIBUSI
No. | KEKAYAAN
DAERAH PEMERINTAH PRIBADI/SWASTA

1. | Tarup Rp. 100.000,-/Set/Hari. Rp.150.000,-/Set/Hari.
2. | Kursi Plastik | Rp. 500,-/Buah. Rp. 1000,-/Buah.
3. | Kursi Rp. 1.000,-/Buah. Rp. 1.500,-/Buah.

Stainless
4. | Genset Rp. 15.000,-/Malam. Rp. 25.000,-/Malam.
5. | Organ Rp. 500.000,-/Hari. Rp. 750.000,-/Hari.

Tunggal

(5) Tarif retribusi kekayaan daerah lainnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.



BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Retribusi yang terutang di pungut hanya pada kekayaan yang merupakan milik

Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang wilayah pemakaiannya di dalam atau luar
Kabupaten Mukomuko.

BAB VIl
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10
Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Retribusi dari Pemerintah Daerabh;

Pasal 11
Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Waijib retribusi wajib mengisi SPDORD.

(2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati kepala daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditetapkan
retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.



(1)
(2)

3)

(4)

BAB Xl
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagiamana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan peraturan
Bupati dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XIlI
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 15

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dilaksanakan
oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah atau Instansi Pengelola
Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

(1)

(2)

(1)
(2)

BAB Xl
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
(dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan surat teguran.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



3)

(4)

()

(1)

(2)

(1)

(2)
3)

(1)

(2)

3)

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil
penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten
Mukomuko pada Bank Pembangunan Daerah Mukomuko secara Bruto dengan
Rekening 01.02.20191.3.selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu
yang ditentukan oleh Bupati Kepala daerah.

Hasil Pemungutan Retribusi atau Pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada Ayat (3) di atas di setor melalui bendaharawan Khusus
Penerima yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.

Bendaharawan Khusus Penerima Wajib membuat pembukuan pembayaran
Retribusi yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kapada Wajib
Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu
dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib Retribusi
untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan
dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19
Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah
ini diberikan tanda bukti pembayaran.
Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, isi, kwalitas, ukuran buku retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikeluarkan
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi
harus melunasi retribusi yang terutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat
yang ditunjuk.



(1)

(2)

BAB XVI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pengurangan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah.

BAB XVII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

3)

ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 22

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang
terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekilafan Wajib Retribusi
atau bukan karena kesalahannya.

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembetulan
ketetapan Retribusi yang tidak benar.

Pasal 23

Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan
yang diajukan.

Keputusan Bupati Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang
terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



(1)

(@)

3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

3)

BAB Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

Atas kelebihan pembayaran retribusi, WAJIB Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati Kepala Daerah.

Bupati Kepala Dearah dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan
Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati Kepala Daerah memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua Persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
retribusi.

Pasal 25

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara
tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan :

a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. Masa retribusi;

c. Besarnya kelebihan pembayaran;

d. Alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagimana dimaksud
pasal 25 Peratauran Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Retrribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah ini
pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan  bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.



(1)

(@)

(1)

(2)

BAB XIX
KETENTUAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 26
Wajib Retribusi diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dengan jelas dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.

Bentuk isi dan tata cara pengisian serta penyampaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 27

Bagi Pemakai Kekayaan Daerah wajib mengajukan permohonan kepada
Dinas/Badan/Kantor/Bagian Instansi Pemerintah dalam Kabupaten Mukomuko
yang mengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Mengikuti semua aturan pemakaian yang telah ditetapkan oleh Instansi
Pengelola Kekayaan Daerah/Pemerintah Kabupaten Mukomuko sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Larangan bagi Pemakai Kekayaan Daerah :

a.

Memindahtangankan Pemakaian Kekayaan Daerah tanpa lzin Tertulis dari
Dinas Instansi Pengelola Kekayaan Daerah tersebut;

Melakukan perubahan dalam bentuk apapun terhadap Kekayaan Daerah yang
digunakan;

Melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan
dan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 29

Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dicabut apabila :
a. Melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah

yang berlaku;

b. Atas permohonan sendiri dari Pemakai secara tertulis.



Pasal 30

Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dicabut pemakaiannya secara sepihak tanpa
proses peringatan dan pembekuan apabila :

a. Melakukan kegiatan yang membahayakan Negara dan atau Daerah;
b. Memperoleh Izin Pemakaian secara tidak sah;
c. Melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 31

Pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah, sedangkan pelaksanaan
secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Mukomuko atau Pejabat yang ditunjuk.

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

BAB XXI
KADALUWARSA

Pasal 32

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang
retribusi.

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika :

a. Diterbitkan surat Teguran;atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat
teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh
wajib retribusi.



(1)

(@)

3)

(1)

(2)

Pasal 33

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagiha sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi
wewenang kusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan dan melakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi daerah;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehungan dengan tindak pidana dibidang retrtibusi daerah;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi daerah;

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan atau ruang atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf (e);

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

Memangil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;



J.  Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang
retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIlI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Mukomuko Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor 67) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 38
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 20 Januari 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd
ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada Tanggal 20 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,
ttd

BM HAFRIZAL, SH
Pembina Tk. |
NIP.19670401 199203 1 012
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